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Abstrak

Pemutusan hubungan Kkerja adalah pengakhiran hubungan Kkerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Jenis-jenis pemutusan
hubungan kerja adalah: Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Paengusah. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja.
Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan. Faktor-faktor
penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusahan adalah karena alasan-alasan yang
berhubungan atau yang melekat pada pribadi buruh. Alasan-alasan yang berhubungan dengan tingkah laku buruh
dan alasan-alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan artinya demi kelangsungan jalannya perusahaan.
Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha dilihat berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau biasa disebut
Perselisihan hubungan Industrial diselesaikan melalui Lembaga Bipartit adalah suatu bentuk perundingan antara
pekerja/buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Dengan lembaga tripartit yaitu Mediasi Konsiliasi, Arbitrase dan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha

Abstract

Termination of employment is the termination of employment relations due to a certain matter which
results in the termination of rights and obligations between workers / employers and employers. The types of
termination of employment are: Termination of employment by Paengusah. Termination of employment by workers.
Termination of Employment Cancel For Law. Termination of employment by the court. The factors causing
termination of employment (PHK) carried out by the employer are due to reasons that are related or that are inherent
in the person of the worker. The reasons relating to labor behavior and the reasons relating to the running of the
company mean for the continuity of the running of the company. Termination of employment carried out by employers
is seen in accordance with Article 158 of Law No. 13 of 2003 concerning employment. The process of resolving
Termination of Employment (PHK) or commonly called Industrial Relations Disputes resolved through Bipartite
Institutions is a form of negotiation between workers / laborers or trade unions with employers to resolve industrial
relations disputes. With tripartite institutions, namely Mediation Conciliation, Arbitration and Through the Industrial
Relations Court.
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PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan
nasional, tenaga kerja mempunyai
peranan dan kedudukan yang sangat
penting sebagai pelaku tujuan
pembangunan. Sesuai dengan peranan dan
kedudukan tenaga kerja, diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan
meningkatkan kualitas dan peran sertanya
dalam penbangunan serta peningkatan
perlindungan tenaga kerja dan
keluarganya sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan (Husni, 2000).
Perlindungan terhadap tenaga kerja
dimaksudkan untuk menjamin hak hak
dasar pekerja/buruh dan
kesamaan kesempatan serta perlakuan
tanpa diskriminasi atas dasar apapun
untuk kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan
kemajuan dunia usaha.

Jika dibandingkan
hubungan antara seorang penjual dan
pembeli barang atau orang yang tukar
menukar maka hubungan antara buruh
dan majikan sangat berbeda sekali. Orang
yang barang  bebas  untuk
memperjualbelikan barangnya, artinya
seorang penjual tidak dapat dipaksa untuk
menjual barang yang dimilikinya kalau
harga yang ditawarkan tidak
dengan kehendaknya. Demikian
pembeli tidak dapat dipaksa
membeli suatu barang jika harga barang
yang diinginkan tidak
keinginannya.

Suratin berpendapat “Perlindungan
tenaga  kerja
menjamin hak-hak dasar pekerja atau
buruh
kesempatan

dan

untuk

menjamin

mewujudkan

dengan

jual

sesuai
juga
untuk

sesuai dengan

dimaksudkan untuk

kesamaan
tidak

dan menjamin

serta  perlakuan

diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja atau
buruh dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan
dunia usaha” (Suratin, 2004).

Pembinaan hubungan industrial
sebagai  bagian pembangunan
ketenagakerjaan diarahkan untuk terus
mewujudkan hubungan industrial yang
harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Untuk itu, pengakuan dan penghargaan
terhadap hak asasi manusia sebagaimana
dituangkan dalam TAP MPR
No.XVII/MPR/1998, Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 28, serta Undang-
Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar
diwujudkan. Dalam bidang
ketenagakerjaan, Peraturan perundang-
undangan diatas merupakan tonggak
utama dalam menegakan demokrasi
ditempat kerja.

Dalam hubungan antara buruh dan
majikan,
bebas karena prinsip Negara kita tidak
seorang pun boleh diperbudak, maupun
diperhamba. Semua bentuk dan jenis
perbudakan, peruluruan dan perhambaan
dilarang, tetapi secara sosiologis buruh itu
tidak bebas sebagai orang yang tidak
mempunyai bekal hidup yang lain selain

dari

secara yuridis buruh adalah

tenaganya dan kadang-kadang terpaksa
untuk menerima hubungan kerja dengan
majikan meskipun memberatkan bagi
lebih-lebih
sekarang ini dengan banyaknya jumlah

buruh itu sendiri, saat
tenaga kerja yang tidak sebanding dengan
lapangan pekerjaan yang tersedia.
Pembangunan ketenagakerjaan
harus diatur sedemikian rupa sehingga
terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang
mendasar kerja  dan

bagi tenaga
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pekerja/buruh serta pada saat yang
bersamaan dapat mewujudkan kondisi
yang kondusif bagi pengembangan dunia
usaha. Pembangunan ketenagakerjaan
mempunyai  banyak
keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya
dengan kepentingan tenaga kerja selama,
sebelum dan sesudah masa kerja tetapi
juga Kketerkaitan dengan kepentingan
pengusaha, pemerintah, dan masyarakat
(Husni, 2000). Untuk diperlukan
pengaturan yang menyeluruh
komprehensif, antara lain mencakup
pengembangan sumberdaya manusia,
peningkatan produktivitas dan daya saing
tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan
kesempatan kerja, pelayanan penempatan
tenaga kerja, dan pembinaan hubungan
industrial.

Mewujudkan masyarakat adil dan

dimensi dan

itu,
dan

makmur adalah salah satu tujuan
Indonesia merdeka. Oleh karena itu
negara mempunyai kewajiban untuk
menciptakan kesejahteraan bagi
rakyatnya secara adil. Salah satu
instrumen perwujudan keadilan dan
kesejahteraan itu adalah hukum. Melalui
hukum, negara berupaya mengatur
hubungan-hubungan antara orang

perorang atau antara orang dengan badan
hukum. Pengaturan ini
supaya jangan ada penzaliman dari yang
lebih kuat kepada yang lemah, sehingga
tercipta keadilan dan Kketentraman di
tengah-tengah masyarakat.

Dalam kegiatan produksi faktor
tenaga kerja

dimaksudkan

(karyawan) mempunyai
pengaruh besar, karena tenaga kerjalah
yang melaksanakan proses produksi
tersebut. Karyawan pada hakekatnya
merupakan salah satu unsur yang menjadi
sumber daya dalam perusahaan. Sumber

daya manusia inilah yang menjalankan
kegiatan Karyawan
merupakan living organism artinya
manusia merupakan oganisme
hidup terbentuknya pribadi seseorang
dipengaruhi oleh lingkungan bahkan
secara memungkinkan berfungsinya suatu
organisasi atau perusahaan dan menjadi
unsur penting dalam manajemen (Tohardi,
2002). Agar pekerja dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik, maka di dalam
perusahaan diciptakan sistem manajemen
yang  dikenal dengan
kepegawaian (Tohardi, 2002).
Karyawan yang memiliki semangat
kerja yang tinggi akan meningkatkan
kehidupan organisasi atau perusahaan.
Loyalitas dan semangat kerja dapat dilihat
dari senang dengan
pekerjaannya. Mereka akan memberikan
lebih banyak perhatian, imajinasi dan
keterampilan dalam pekerjaannya. Dengan
demikian diperlukan suatu motivator bagi
karyawan yaitu berupa pemenuhan
kebutuhan fisik dan non fisik. Dengan
terpenuhinya kebutuhan tersebut maka
karyawan akan bersedia bekerja dan
melaksanakan

sehari-hari.

suatu

manajemen

mereka merasa

tugasnya dengan baik.

Mereka akan lebih memusatkan
perhatiannya  terhadap tugas dan
tanggung jawabnya, sehingga hasil

pekerjaan yang dicapai dapat meningkat.
Untuk itulah dibutuhkan suatu dorongan
bagi karyawan di
menyelenggarakan
perusahaan. Dorongan itulah yang disebut
motivasi (Tohardi, 2002).

Setiap perusahaan berupaya untuk
mendapatkan karyawan yang terlibat
dalam kegiatan
dapat memberikan prestasi kerja. Dalam
bentuk produktivitas setinggi

dalam

kegiatan di suatu

organisasi/perusahaan

kerja
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mungkin untuk mewujudkan tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat
banyak faktor yang dapat mempengaruhi
produktivitas diantaranya semangat kerja
dan disiplin kerja, tingkat pendidikan,
ketrampilan, gizi dan kesehatan, sikap dan
etika, motivasi, iklim kerja, teknologi,
sarana produksi, kesempatan kerja dan
kesempatan berprestasi (Sedarmayanti,
2001).

Untuk mencapai produktivitas yang
tinggi pimpinan perusahaan harus
memperhatikan semangat Kkerja dan
disiplin kerja. Semangat kerja merupakan
sikap mental yang mampu memberikan
dorongan bagi seseorang untuk dapat
bekerja lebih giat, cepat, dan baik.
Semangat kerja karyawan yang tinggi akan
berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan
efektivitas kerja. Hilangnya disiplin akan
berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan
efektivitas tugas pekerjaan. Dengan
adanya kedisiplinan diharapkan pekerjaan
dilakukan  seefektif = mungkin.
Bilamana tidak dapat
ditegakkan maka kemungkinan tujuan
yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai
secara efektif dan efisien.

akan
kedisiplinan

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif empiris.
Penelitian hukum normatif empiris adalah
penelitian mengenai
pemberlakuan ketentuan hukum normatif
(kodifikasi, undang-undang atau kontrak)
secara in action pada setiap peristiwa
2004).
normatif

hukum

hukum tertentu (Muhammad,
Metode penelitian
empiris ini pada dasarnya merupakan

hukum

penggabungan antara pendekatan hukum
normatif (dengan cara meneliti bahan

pustaka yang terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder)
dengan adanya penambahan berbagai
empiris (data lapangan yang
bersumber dari responden). Wawancara
atau dilakukan untuk
mendapatkan definisi-definisi terhadap
hal-hal yang tidak dijumpai secara konkrit
didalam bahan bacaan maupun literatur
yang ada (Ediwarman, 2015).

unsur

interview

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK)

Pemutusan hubungan kerja

merupakan awal dari penderitaan yang
akan dihadapi oleh seorang pekerja
berikut pula dengan orang-orang yang

menjadi tanggungannya (keluarganya).
Oleh karena itu pengusaha,
pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat

buruh dan pemerintah dengan segala
upaya harus mengusahakan agar jangan
terjadi pemutusan hubungan kerja (Basri,
2006)).

PHK adalah pengakhiran hubungan
kerja karena suatu hal tertentu yang

mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban  antara = karyawan dan
perusahaan. Apabila kita mendengar

istilah PHK, yang biasa terlintas adalah
pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan
karena kesalahan karyawan. Karenanya,
singkatan PHK memiliki
konotasi negatif. Padahal, kalau kita lihat
definisi di atas yang diambil dari Undang-
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dijelaskan Pemutusan
Hubungan kerja dapat terjadi
bermacam sebab. Intinya tidak persis
sama dengan pengertian dipecat.

selama ini

Undang No.

karena
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Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan
pemutusan hubungan Kkerja adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal yang  mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja/buruh dan pengusaha.

Ketentuan mengenai pemutusan
hubungan kerja dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 ini meliputi pemutusan
hubungan kerja yang terjadi di badan
usaha yang berbadan hukum atau tidak.
Milik  orang  perseorangan, milik
persekutuan atau milik badan hukum, baik
milik maupun milik negara,
maupun usaha-usaha sosial dan usaha-
usaha lain yang mempunyai pengurus dan

tertentu

swasta

mempekerjakan orang lain dengan
membayar upah dan imbalan dalam
bentuk lain.

Menurut kenyataan yang

sebenarnya pemutusan hubungan kerja
bukan hanya berasal dari pihak pengusaha
majikan, tetapi mungkin saja
pemutusan hubungan kerja tersebut
berasal dari pihak pekerja/buruh. Bahkan
dapat pula pemutusan hubungan kerja
demi hukum dan pemutusan hubungan
kerja oleh pengadilan. Dibawah ini akan
dipaparkan

atau

jenis-jenis pemutusan
hubungan kerja.
a. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh
Pengusaha
Pemutusan hubungan kerja oleh
pengusaha merupakan masalah yang
sangat penting dalam hubungan kerja.
Oleh karena itu baik dalam ketentuan
maupun dalam praktek yang dilakukan
pemutusan hubungan kerja oleh majikan

ini  dianggap dapat menimbulkan

persoalan fatal dari pihak pengusaha
kepada pihak pekerja.

Dalam pemutusan hubungan kerja
ini terdapat dua sudut pandang yang
berbeda diantara kedua belah pihak yaitu
pihak pekerja dan pengusaha. Disatu sisi,
pihak pengusaha berpandangan dengan

adanya pemutusan hubungan kerja maka

operasional perusahaan dapat
dipertahankan, dan dapat dihindari
pemborosan tenaga kerja atau
penghematan biaya usaha ataupun
berdaya guna untuk menjaga

keseimbangan perusahaan dan berbagai
alasan lain yang muncul, dalam hal ini
pihak pengusaha selalu berkeinginan
bebas secara murni dari segala tuntutan
kewajiban yang membebaninya. Disisi lain

pihak  pekerja  berpandang bahwa
pemutusan hubungan Kkerja adalah
putusnya mata pencaharian. Dimana

putusnya mata pencaharian adalah titik
awal kesengsaraan pekerja dan orang-
orang yang ditanggungnya. Persoalan
utamanya yaitu tidak adanya lagi
kepastian tetap bekerja dan jaminan
pendapatan. Meskipun sekiranya pekerja
telah memperoleh pekerjaan baru, namun
dalam hal itu muncul pula pertimbangan
yang meliputi pertimbangan ekonomis
dan non ekonomis. Dari segi pertimbangan
ekonomis yaitu mungkin pekerja tidak
bisa memperoleh pendapatan yang setara
yang lama, dan
seandainya mungkin mendapat gaji yang
sama dengan pekerjaan yang lama, tetapi

dengan pekerjaan

ada pula pertimbangan non ekonomis
seperti mengenai jauh dekatnya lokasi
pekerjaan, kepuasan dalam bekerja dan
mau tidak mau pekerja harus mencintai
pekerjaan yang baru (Basri, 2006).
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Berdasarkan keadaan tersebut
maka wajarlah pihak pemberi kerja
(werkgiver) bertanggung jawab penuh
terhadap  hak-hak  pekerja  seperti
pemberian pesangon, penghargaan dan
sebagainya (Basri. 2006).

Sebenarnya dalam masalah
pemutusan  hubungan  kerja  oleh
pengusaha atau pemberi kerja bisa saja
tidak menimbulkan masalah jika pihak
pengusaha bersedia memberikan segala
tanggung jawabnya. Namun dalam hal ini

kadang-kadang pihak pemberi kerja
berupaya untuk menghindari segala
kewajibannya berkaitan dengan

pemutusan hubungan kerja secara sepihak
tersebut.
b. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh

Pekerja
Jika pihak pemberi kerja
mempunyai hak untuk mengakhiri
hubungan kerja melalui pemutusan

hubungan kerja demikian pula sebaliknya
dengan pekerja, sesuai dengan prinsip
bahwa pekerja/buruh tidak boleh dipaksa
untuk terus bekerja jika sang pekerja tidak
menghendakinya.  Dalam
hubungan kerja oleh pekerja/buruh, maka
seorang harus
kehendaknya dalam waktu 1 (satu) bulan

diri  dari
pekerja/buruh
secara diam-diam

pemutusan

pekerja menyatakan

sebelum  mengundurkan
pekerjaan.
mengundurkan diri
perbuatan pekerja dianggap
perbuatan Untuk
menghindari segala akibat dari tindakan
yang berlawanan dengan hukum seorang
pekerja harus secepatnya membayar ganti
rugi atau mengakhiri hubungan kerja

Seandainya

tersebut

melawan  hukum.

tersebut secara mendesak.

Adapun alasan yang mendesak
yang dikemukakan pihak pekerja/buruh
diantaranya (Basri, 2006):

1) Pemberi kerja sering
melakukan penganiayaan,
penghinaan, ancaman kepada
pekerja/buruh anggota
keluarga pekerja/buruh yang
bersangkutan ;

2) Pemberi  kerja = membujuk
pekerja atau anggota keluarga
pekerja  untuk  melakukan
perbuatan yang melanggar
undang-undang atau asusila ;

3) Pemberi kerja sering membayar
upah atau gaji dalam keadaan
terlambat tidak tepat
waktu ;

4) Pemberi kerja tidak memenubhi
pembayaran biaya makan dan
biaya pemondokan yang telah
diperjanjikan sebelumya ;

5) Pemberi kerja tidak
memberikan pekerjaan yang
cukup kepada pekerja yang

atau

atau

upahnya ditetapkan
berdasarkan hasil pekerjaan
yang dilakukan;

6) Pemberi kerja sering menyuruh
pekerja/buruh untuk bekerja
pada perusahaan lain ;

7) Pemberi kerja memberikan
pekerjaan yang dapat
menimbulkan bahaya besar

bagi jiwa, kesehatan, kesusilaan
atau reputasi yang tidak terlihat
ketika perjanjian dibuat ;

8) Pemberi kerja telah
menyebabkan  pekerja/buruh
tidak cakap lagi untuk bekerja.

Seandainya

alasan tersebut diatas maka pemutusan

ditemukan alasan-
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hubungan kerja itu tidak dibebankan
kepada pekerja/buruh untuk memberikan
ganti rugi melainkan sang pemberi kerja
pula yang harus membayar biaya ganti
rugi menurut masa kerja pekerja atau
ganti rugi sepenuhnya.
c. Pemutusan Hubungan Kerja Batal
Demi Hukum

Jika perjanjian  Kerja
(arbeidscontract) yang dibuat untuk waktu
tertentu, misalnya dalam kerja borongan
tentu saja akan selesai dalam waktu
tertentu. Maka hubungan kerja seperti ini
akan putus dengan sendirinya ketika
selesainya pekerjaan tersebut. Sehingga
pemutusan hubungan kerja demikian
sering disebut dengan
hubungan kerja putus demi hukum. Jika
waktu perjanjian itu sudah lewat, maka
tidak perlu disyaratkan adanya
pernyataan pengakhiran atau adanya
tenggang waktu pengakhiran. Hubungan
kerja putus demi hukum dapat pula terjadi
jika pekerja meninggal dunia. Namun
hubungan kerja tidak putus demi hukum
jika pemberi kerja yang meninggal dunia
(Basri, 2006).
d. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh

Pengadilan

Pada prinsipnya para pihak yang

terlibat dalam perjanjian kerja yaitu pihak

suatu

pemutusan

pemberi kerja dan pekerja kapan saja,
bahkan pekerjaan
berdasarkan alasan yang penting dapat
mengajukan permintaan tertulis kepada
Pengadilan Negeri yang sesuai domisilinya
untuk menyatakan pemutusan hubungan
kerja. Biasanya Pengadilan Negeri akan
mengabulkan tersebut
setelah memanggil mendengar
alasan-alasan kedua belah pihak.

sebelum dimulai

permohonan
atau

Pemutusan hubungan kerja yang
dilakukan oleh pengadilan atas
permintaan pemberi kerja tidak perlu
mendapat izin dari lembaga terkait.
Pemutusan hubungan kerja ini juga tidak
menimbulkan masalah yang berarti bagi
kedua belah pihak. Dari pihak pekerja
yang terikat perjanjian seperti ini sudah
memahami posisi dan kedudukannya
dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Biasanya pekerja dapat mempersiapkan
diri untuk mencari pekerjaan lain, ketika
terjadinya waktu pemutusan hubungan
kerja tersebut akan tiba.

Faktor-Faktor Penyebab Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) yang Dilakukan
oleh Pengusaha

Faktor-Faktor yang dapat
membenarkan suatu pemutusan dapat
digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu
(Manulang, 2001):

1. Alasan-alasan yang berhubungan
atau yang melekat pada pribadi
buruh.

2. Alasan-alasan yang berhubungan
dengan tingkah laku buruh.

3. Alasan-alasan yang berkenaan
dengan  jalannya  perusahaan
artinya demi kelangsungan
jalannya perusahaan.

Alasan-alasan Terjadinya

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi
perusahaan untuk mem-PHK Anda dengan
mengacu kepada Undang-Undang No. 13
tahun 2003 Pekerja/buruh melakukan
Kesalahan Berat.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan 158 uu
Ketenagakerjaan inkonstitusional, maka
pengusaha tidak lagi dapat langsung
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal
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(PHK) apabila ada dugaan pekerja
melakukan kesalahan berat. Berdasarkan
asas praduga tak bersalah, pengusaha
baru dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) apabila pekerja
terbukti melakukan kesalahan berat yang
termasuk tindak pidana. Atas putusan
Mahkamah Konstitusi ini, Departemen
Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran

yang berusaha memberikan penjelasan

tentang  akibat  putusan  tersebut
(Industrial Relation Artikel kasus PHK).
Pasal 158, ayat 1 berbunyi,

"Pengusaha dapat memutuskan hubungan
kerja terhadap pekerja/buruh dengan
alasan pekerja/buruh telah melakukan
kesalahan berat sebagai berikut:

1) Melakukan penipuan, pencurian, atau
penggelapan barang dan/atau uang
milik perusahaan;

2) Memberikan keterangan palsu atau
yang dipalsukan sehingga merugikan

perusahaan;

3) Mabuk, meminum minuman Keras
yang memabukkan, memakai
dan/atau mengedarkan narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya di
lingkungan kerja;

4) Melakukan perbuatan asusila atau
perjudian di lingkungan Kkerja;

5) Menyerang, menganiaya, mengancam,
atau mengintimidasi teman sekerja
atau pengusaha di lingkungan kerja;

6) Membujuk
pengusaha
perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;
dengan ceroboh atau sengaja merusak
atau membiarkan dalam keadaan
bahaya barang milik perusahaan yang
menimbulkan bagi
perusahaan;

teman sekerja atau

untuk melakukan

kerugian

7) Dengan ceroboh atau sengaja
membiarkan teman sekerja atau
pengusaha dalam keadaan bahaya di
tempat kerja;

8) Membongkar atau membocorkan
rahasia perusahaan yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk

kepentingan negara; atau

9) Melakukan perbuatan lainnya di
lingkungan perusahaan yang diancam
pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih."

Jenis kesalahan berat lainnya dapat
diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama,
tetapi  apabila  terjadi = Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena kesalahan
berat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
tersebut, mendapat
lembaga yang berwenang. Demikian juga
sebelum melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK), harus terlebih dahulu melalui
mekanisme yang ditentukan, misalnya
dengan memberi surat peringatan (baik

harus izin dari

berturut-turut, atau surat peringatan
pertama dan terakhir) wuntuk jenis
kesalahan  berat yang  ditentukan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
1. Pekerja/buruh tertangkap tangan

a. Ada pengakuan dari
pekerja/buruh yang
bersangkutan; atau

b. Bukti lain berupa laporan

kejadian yang dibuat oleh pihak
yang berwenang di perusahaan
yang bersangkutan dan didukung
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang saksi.

2. Pekerja/buruh Melakukan Diduga
Tindak Pidana
Dapat pula dikatakan bahwa
perbuatan pidana ini adalah perbuatan
yang anti sosial. Pasal 160, ayat 1
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menyebutkan, "Dalam hal pekerja/buruh
ditahan pihak yang berwajib karena
diduga melakukan tindak pidana bukan
atas pengaduan pengusaha, ".
3. Pekerja/buruh Melakukan
Pelanggaran Ketentuan yang diatur
Perjanjian Kerja Pasal 161, ayat 1
menyebutkan, "Dalam hal pekerja/buruh
melakukan pelanggaran ketentuan yang
diatur dalam perjanjian kerja peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama,
pengusaha dapat melakukan pemutusan

hubungan kerja, setelah kepada
pekerja/buruh yang bersangkutan
diberikan surat peringatan pertama,

kedua, dan ketiga secara berturut-turut.”
Bila Anda tidak mengindahkan peraturan
perusahaan dan tidak mengindahkan surat
peringatan yang diberikan oleh
perusahaan. ini bisa menjadi alasan (PHK)
untuk pekerja.
4. Pekerja/buruh Mengundurkan Diri
Salah jenis
Hubungan Kerja (PHK) yang inisiatifnya
dari pekerja/buruh adalah pengakhiran
hubungan kerja karena pekerja/buruh
mengundurkan diri atas kemauan sendiri
dan dilakukan tanpa penetapan (izin).
Syarat yang harus apabila
seorang pekerja/buruh mengundurkan
diri agar mendapatkan hak-haknya dan

satu Pemutusan

dipenuhi

mendapatkan surat keterangan
kerja/eksperience letter adalah
permohonan tertulis harus diajukan

selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari
H tanggal pengunduran diri. Hal yang
dilakukan pekerja/buruh yang
mengundurkan diri adalah sebagai berikut
(Manulang, 2001):
a) Pekerja/buruh tidak terikat dalam
ikatan dinas.

harus

b) Selama menunggu hari,
pekerja/buruh harus tetap
melaksanakan kewajiban sampai
tanggal pengunduran diri dari yang
ditentukan.
Hal ini

mempersiapkan pengganti formasi untuk

jabatan dimaskud atau dalam rangka
transfer of knowledge.

5. PHK Karena terjadi Perubahan Status,
Pengabungan, Peleburan,
Perubahan Kepemilikan Perusahaan.

Apabila terjadi

Hubungan Kerja (PHK) karena terjadi
perubahan status, penggabungan
(merger), peleburan (konsolidasi) atau
perubahan  kepemilikan  perusahaan
(akuisisi), dan pekerja/buruh tidak
bersedia melanjutkan hubungan kerja
maka terhadap pekerja/buruh berhak atas
uang pesangon satu kali dan wuang
pengganti hak (Soedarjadi, 2008). Apabila
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
terjadi disebabkan oleh perubahan status,
merger, atau konsolidasi, dan pengusaha
tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja dengan pekerja/buruh berhak uang
pesangon dua kali, uang penghargaan
masa kerja satu kali, dan uang pengganti
hak.

6. PHK karena Likuidasi

Pasal 164, ayat 1 menyebutkan,

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh

karena perusahaan tutup yang disebabkan
perusahaan mengalami kerugian secara
terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau

dimaksudkan untuk

atau

Pemutusan

keadaan memaksa (force majeur)".
Kerugian perusahaan yang dimaksud
harus  dibuktikan  dengan laporan

keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang
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telah diaudit oleh akuntan
(Soedarjadi, 2008).
7. Perusahaan melakukan efisiensi

Ini merupakan alasan phk yang

publik

sering digunakan. Pasal 164, ayat 3
menyebutkan, "Pengusaha dapat
melakukan pemutusan hubungan Kkerja
terhadap pekerja/buruh karena
perusahaan tutup bukan karena
mengalami kerugian 2 (dua) tahun
berturut-turut atau bukan karena keadaan
memaksa (force majeur) tetapi
perusahaan melakukan efisiensi."
8. Perusahaan mengalami Pailit

Pasal 165 menyebutkan,

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perusahaan pailit”, Kata pailit
berasal dari bahasa Prancis; failite yang
berarti kemacetan pembayaran. Kepailitan
diartikan sebagai suatu proses di mana
debitur  yang
kesulitan keuangan untuk membayar
utangnya pailit oleh
pengadilan, dalam hal ini pengadilan
niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak
dapat membayar utangnya. Harta debitur
dapat dibagikan kepada para kreditur
sesuai
Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan
Perdagangan disebutkan bahwa yang
dimaksudkan adalah
seseorang yang oleh suatu pengadilan
dinyatakan yang
aktivitasnya telah
diperuntukkan untuk membayar hutang-
hutangnya pengertian pailit dihubungkan
dengan ketidakmampuan untuk
membayar dari
utang-utangnya yang telah jatuh tempo.
Ketidakmampuan tersebut harus
suatu tindakan nyata untuk

seorang mempunyai

dinyatakan

dengan peraturan pemerintah.

dengan pailit

bangkrut, dan

atau  warisannya

seorang debitor atas

disertai

mengajukan, baik yang dilakukan secara
sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas
permintaan pihak ketiga. Maksud dari
pengajuan permohonan tersebut sebagai
bentuk pemenuhan asas publisitas dari
keadaan tidak mampu membayar.

Orang sering menyamakan arti
pailit ini sama dengan bankrupt atau
bangkrut dalam bahasa Indonesia. Namun,
menurut penulis pengertian pailit tidak
sama dengan bangkrut, karena bangkrut
berarti ada unsur keuangan yang tidak
sehat dalam suatu perusahaan, tetapi
pailit bisa terjadi pada perusahaan yang
keadaan keuangannya sehat, perusahaan
dipailitkan tidak
membayar utang yang telah jatuh tempo
dari salah satu atau lebih kreditornya.
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan Kepailitan adalah sita
umum atas semua kekayaan Debitor Pailit
yang pengurusan dan pemberesannya

tersebut karena

dilakukan oleh Kurator di bawah

pengawasan Hakim Pengawas

sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.

9. Pekerja/buruh Memasuki Usia
Pensiun

Pasal 167 ayat 1 menyebutkan,
"Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena memasuki usia pensiun." Ini
merupakan alasan PHK yang normal
10. Pekerja/buruh Mangkir Selama lima

(5) hari berturut-turut

Pasal 168, ayat 1 menyebutkan,
"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5
(lima) hari kerja atau lebih berturut-turut
tanpa keterangan secara tertulis yang
dilengkapi dengan bukti yang sah dan
telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua)
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kali secara patut dan tertulis dapat diputus
hubungan kerjanya karena
dikualifikasikan mengundurkan diri.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa di
BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen)

Kata kunci yang terbaik dalam
penyelesaian hubungan Kkerja antara
pemberik kerja dan pekerja/buruh adalah
perdamaian.  Perselisihan
Hubungan Kkerja termasuk Kkategori
perselisihan hubungan industrial bersama
perselisihan hak, perselisihan kepentingan
dan perselisihan antar serikat karyawan.
Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja
timbul karena tidak adanya kesesuaian
pendapat antara karyawan dan pengusaha
mengenai pengakhiran hubungan kerja
yang dilakukan pihak.
Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja
antara lain mengenai sah atau tidaknya
alasan Pemutusan Hubungan kerja, dan
besaran kompensasi atas
Hubungan kerja. Ada beberapa cara dalam
penyelesaian  perselisihan pemutusan
hubungan Kkerja sampai ke
Pengadilan Hubungan Industrial.

a. Perundingan Bipartit

Perundingan Bipartit adalah forum

perundingan dua kaki antar pengusaha

Pemutusan

salah satu

Pemutusan

sebelum

dan karyawan atau serikat pekerja. Kedua

belah pihak diharapkan dapat mencapai
kesepakatan dalam penyelesaian masalah

mereka, sebagai langkah awal dalam
penyelesaian perselisihan.
Dalam perundingan ini, harus

dibuat risalah yang ditandatangai para
Pihak. isi risalah diatur dalam Pasal 6 Ayat
2 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 .
Apabila tercapai kesepakatan maka Para
pihak membuat Perjanjian Bersama yang

mereka tandatangani. Kemudian
Perjanjian Bersama ini didaftarkan pada
PHI wilayah oleh para pihak ditempat
Perjanjian Bersama dilakukan. Perlunya
mendaftarkan perjanjian bersama, ialah
untuk menghindari kemungkinan salah
satu pihak ingkar. Bila hal ini terjadi, pihak
yang dirugikan dapat mengajukan
permohonan eksekusi. Apabila gagal
dicapai kesepakatan, maka karyawan dan
pengusaha mungkin harus menghadapi
prosedur penyelesaian yang panjang
melalui Perundingan Tripartit.
b. Perundingan Tripartit
Terdapat tiga forum penyelesaian
yang dapat dipilih oleh para pihak:
1) Mediasi
Forum Mediasi oleh
institusi ketenagakerjaan. Dinas tenaga
kerja menunjuk mediator.
Mediator berusaha mendamaikan para
pihak, agar tercipta kesepakatan antar
keduanya. Dalam hal tercipta kesepakatan
para pihak membuta perjanjian bersama
dengan disaksikan oleh mediator. Bila
tidak dicapai kesepakatan, mediator akan
mengeluarkan anjuran.
2) Konsiliasi
Forum Konsiliasi
konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak.
Seperti mediator, Konsiliator berusaha
mendamaikan para pihak, agar tercipta
kesepakatan antar keduanya. Bila tidak
dicapai juga
mengeluarkan produk berupa anjuran.
3) Arbitrase
Lain dengan produk Mediasi dan
Konsiliasi yang berupa anjuran dan tidak
mengikat,
para pihak. Satu-satunya langkah bagi
pihak yang menolak putusan tersebut
permohonan

difasilitasi

kemudian

dipimpin oleh

kesepakatan, Konsiliator

putusan arbitrase mengikat

ialah Pembatalan ke
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Pengadilan. Arbitrase adalah penyelesaian
perselisihan kepetingan dan perselisihan
pekerja dalam suatu
perusahaan, di luar pengadilan melalui
kesepakatan tertulis dari kedua pihak
yang berselisih untuk menyerahkan
perelisihan  kepada  arbiter = yang
keputusanya mengikat dan final.
c. Melalui Pengadilan

Industrial
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004

tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial menyebutkan bahwa
Pengadilan Hubungan Industrial
berwenang memeriksa dan memutus
mengenai (Pasal 56):

1) Di tingkat pertama
perselisihan hak.

2) Di tingkat pertama dan terakhir
mengenai perselisihan
kepentingan.

3) Di
perselisihan pemutusan hubungan
kerja.

4) Di tingkat pertama dan terakhir
mengenai perselisihan antar
serikat  pekerja/serikat  buruh
dalam satu perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 56 tersebut,
dapat dilihat bahwa terhadap putusan

antara serikat

Hubungan

mengenai

tingkat pertama mengenai

Pengadilan Hubungan Industrial mengenai

perselisihan  hak dan  pemutusan
hubungan kerja dapat diajukan kasasi ke
Mahkamah Agung (jo Pasal 110).

Sedangkan putusan Pengadilan hubungan

Industrial mengenai perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar serikat
pekerja
merupakan putusan yang pertama dan
terakhir.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004

tentang Penyelesaian Perselisihan

dalam satu perusahaan

Hubungan Industrial menyebutkan bahwa
“Hukum acara yang berlaku pada
Pengadilan Hubungan Industrial adalah
Hukum Acara Perdata yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum, kecuali yang diatur secara khusus
dalam Undang-undang ini” (Pasal 57).
Berdasarkan ketentuan Pasal 57 di
acara pemeriksaan
perselisihan  hubungan
industrial dilakukan berdasarkan hukum
acara perdata, demikian juga halnya
dengan hukum pembuktian. Pembuktian
merupakan sarana yang penting dalam
penyelesaian  perselisihan  hubungan
industrial yang diajukan ke depan hakim,
karena dengan adanya pembuktian maka
hakim dapat menarik kesimpulan dan
memutus perkara perselisihan hubungan
industrial tersebut.

atas maka

penyelesaian

SIMPULAN

Pemutusan hubungan kerja adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal yang  mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja/buruh dan pengusaha. Jenis-jenis
pemutusan hubungan Kkerja adalah:
Pemutusan = Hubungan Kerja  Oleh
Pengusaha, Pemutusan Hubungan Kerja
Oleh Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja
Batal
Hubungan Kerja Oleh Pengadilan.

Faktor-faktor penyebab pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang dilakukan
oleh pengusahan adalah karena alasan-

tertentu

Demi Hukum, dan Pemutusan

alasan yang berhubungan atau yang
melekat pada pribadi buruh. Alasan-alasan
yang berhubungan dengan tingkah laku
buruh dan alasan-alasan yang berkenaan
dengan jalannya perusahaan artinya demi
kelangsungan jalannya perusahaan. Pasal
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158, ayat 1 berbunyi, "Pengusaha dapat
memutuskan hubungan kerja terhadap

pekerja/buruh dengan alasan
pekerja/buruh telah melakukan kesalahan
berat sebagai  berikut: = Melakukan

penipuan, pencurian, atau penggelapan
barang dan/atau uang milik perusahaan;
Memberikan keterangan palsu atau yang
dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan; Mabuk, meminum minuman
keras yang memabukkan, memakai
dan/atau mengedarkan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya di
lingkungan Kkerja; Melakukan perbuatan
asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
Menyerang, menganiaya, mengancam, atau
mengintimidasi teman sekerja
pengusaha di lingkungan kerja; Membujuk
teman sekerja atau pengusaha untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan;
dengan ceroboh atau sengaja merusak
atau membiarkan dalam keadaan bahaya
barang yang
menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan
teman sekerja atau pengusaha dalam
bahaya di tempat kerja;
Membongkar atau membocorkan rahasia
perusahaan yang seharusnya dirahasiakan
kecuali untuk kepentingan negara; atau
Melakukan  perbuatan
lingkungan perusahaan yang diancam
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

atau

milik perusahaan

keadaan

lainnya  di

Proses penyelesaian Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) atau biasa disebut
Perselisihan hubungan
diselesaikan melalui Lembaga Bipartit
adalah suatu bentuk perundingan antara
pekerja/buruh atau serikat buruh dengan
pengusaha
perselisihan hubungan industrial. Dengan

Industrial

untuk menyelesaikan

lembaga tripartite yaitu Mediasi adalah

penyelesaian perselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja dan

perselisihan antar serikat pekerja/serikat
buruh hanya dalam satu perusahaan
melalui muswarah yang ditengahi oleh
seorang atau lebih mediator yang netral,
Konsiliasi adalah anggota masyarakat
yang telah berpengalaman di bidang
hubungan menguasai
peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh
Menteri melakukan konsiliasi dan anjuran
tertulis kepada pengusaha dan pekerja
atau pekerja menyelesaikan
perselisihan kepentingan dan perselisihan
pemutusan hubungan kerja Arbitrase
yaitu cara penyelesaian sengketa perdata
di luar pengadilan yang didasarkan pada
Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa
Melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

industrial dan

serikat
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Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian  Perselisahan = Hubungan
Industrial.

Sumber Online

Industrial Relation, Artikel Kasus PHK menjadi
Kasus Terpopulerdi akses dari situs
http://beritahr.wordpress.com/category/in
dustrial-relation/
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